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Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi
keuangan untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang
Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan
bagi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya dan/atau Entitas Lain dalam menyampaikan laporan
yang Dberisi informasi keuangan untuk kepentingan
perpajakan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Global
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax

Purposes, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan
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Mengingat

Menetapkan

mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk
Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk

Kepentingan Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017
tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan
untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis
mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771),
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang
Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 837) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan, yang
selanjutnya disebut Perjanjian Internasional adalah
perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang
diatur dalam hukum internasional, yang antara lain
mengatur pertukaran informasi mengenai hal yang
berkaitan dengan perpajakan, meliputi:

a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi
Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax
Information Exchange Agreement);

c. Konvensi tentang Bantuan  Administratif
Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax
Matters);

d. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang
Berwenang untuk  Pertukaran  Informasi
Rekening Keuangan Secara Otomatis
(Multilateral Competent Authority Agreement on
Automatic Exchange of Financial Account

Information);
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e. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang
Berwenang untuk  Pertukaran  Informasi
Rekening Keuangan Secara Otomatis (Bilateral
Competent Authority Agreement on Automatic
Exchange of Financial Account Information);

f.  Persetujuan Antar-Pemerintah untuk
Mengimplementasikan Undang-Undang
Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan
Asing (Intergovernmental Agreement for Foreign
Account Tax Compliance Act); atau

g. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
Pertukaran Informasi Keuangan yang selanjutnya
disebut Pertukaran Informasi adalah kegiatan untuk
menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh
informasi keuangan yang Dberkaitan dengan
perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional,
yang bertujuan untuk:

a. mencegah penghindaran pajak;

b. mencegah pengelakan pajak;

c. mencegah penyalahgunaan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak
yang tidak berhak; dan/atau

d. mendapatkan informasi terkait pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Standar Pelaporan Umum (Common Reporting

Standard), yang selanjutnya disebut CRS adalah

standar yang berisi pelaporan, prosedur identifikasi

Rekening Keuangan, dan Pertukaran Informasi yang

dirujuk atau diatur dalam Perjanjian Internasional

untuk melakukan Pertukaran Informasi
antarnegara, yang tercantum dalam pokok-pokok
pengaturan/batang tubuh bagian II.B, penjelasan

(commentaries) bagian III.B dan Annex S Standard for

Automatic Exchange of Financial Account Information

in Tax Matters, beserta perubahannya.
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Pertukaran Informasi Secara Otomatis adalah
Pertukaran Informasi yang dilakukan pada waktu
tertentu, secara periodik, sistematis, dan
berkesinambungan atas informasi keuangan yang
diperoleh dari lembaga keuangan.

Yurisdiksi Asing adalah negara atau yurisdiksi selain
Indonesia.

Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran
Informasi Secara Otomatis yang selanjutnya disebut
Yurisdiksi Partisipan adalah Yurisdiksi Asing yang
terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam
Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban
untuk menyampaikan informasi keuangan secara
otomatis.

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah Yurisdiksi
Partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah
Indonesia dalam melaksanakan kewajiban
penyampaian informasi keuangan secara otomatis.
Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya
disebut LJK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan
lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan
terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum
seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan
kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal,
dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai
lembaga keuangan sesuai dengan = standar
Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian

Internasional.



